
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN


2.1 [bookmark: _bookmark17]Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1
	“Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi”.
Penulis: Siti Latiph, Dine Meigawati, Andi Mulyadi (2021).
	a. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti tentang Kinerja.

b. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	a. Lokasi Penelitian Penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Sukabumi.

b. Penulis menggunakan teori kinerja organisasi dari Kumorotomo dalam Pasolong (2019:208), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori strategi dari Yunus (2016:21)
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	c. Penulis meneliti tentang pembinaan anak terlantar, sedangkan penelitian sebelumnya tentang penanganan anak
jalanan.

	2.
	“Kinerja Aparat Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pengemis Di Kota Gorontalo”.
Penulis: Arif Gani, Zulaecha Ngiu, Maisara Sunge (2021)
	a. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti tentang Kinerja.

b. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	a. Lokasi Penelitian Penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Gorontalo.
b. Penulis meneliti tentang pembinaan anak terlantar, sedangkan penelitian sebelumnya tentang pembinaan
pengemis.

	3
	“Analisis Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekan Baru (Studi Kasus: Pembinaan Anak Jalanan)”.
Penulis: Rian Hidayatullah (2014)
	a. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti tentang Kinerja.

b. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama-
sama menggunakan
	a. Lokasi Penelitian Penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pekan Baru.

b. Penulis menggunakan teori
kinerja dari
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	metode penelitian kualitatif.
	Kumorotomo dalam Pasolong (2019:208), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori kinerja dari Kumorotomo.
c. Penulis meneliti tentang pembinaan anak terlantar, sedangkan penelitian sebelumnya tentang pembinaan anak
jalanan.

	4
	“Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi”
Penulis: Windi Martha Hadi dan Chalid Sahuri (2013)
	a. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti tentang Kinerja.

b. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	a. Lokasi Penelitian Penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pekanbaru.
b. Penulis menggunakan teori kinerja dari Kumorotomo dalam Pasolong (2019:208), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (1995:1).








	
	
	
	c. Penulis meneliti tentang pembinaan anak terlantar, sedangakan penelitian sebelumnya tentang pembinaan wanita rawan sosial
ekonomi.

	5
	“Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar Di Kota Manado”
Penulis: Angelina Sajow, Sarah Sambiran, Josef Kairupan (2019).
	a. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama meneliti tentang Kinerja dinas sosial dan Anak Terlantar.

b. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	a. Lokasi Penelitian Penulis di Kota Cirebon, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya di Kota Manado.

b. Penulis menggunakan teori kinerja dari Kumorotomo dalam Pasolong (2019:208), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (pasolong
2013:178-179).


Sumber : Penelitian Sebelumnya

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang Kinerja Organisasi. Namun demikian, penelitian penulis






tersebut tidak sama dengan penelitian penelitian sebelumnya, baik lokasi maupun teori yang digunakan. Oleh karenanya penelitian yang penulis lakukan ini bersifat asli.



2.2 [bookmark: _bookmark18]Tinjauan Pustaka

2.2.1 [bookmark: _bookmark19]Definisi Kinerja

Kinerja yang berasal dari kata prestasi kerja (performance). Seperti yang dikatakan oleh Mangkunegara (dalam Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, 2015:131)
Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.
Menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian Kinerja sebagai berikut: Nawawi (dalam Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, 2015:131) menyatakan bahwa kinerja ialah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/ non material. Menurut Simanjuntak (dalam Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, 2015:131) Kinerja itu adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sedangkan Foster dan Seeker (dalam Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, 2015:131) menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
Kinerja merupakan suatu konep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan standar dan kinerja yang telah diterapkan sebelumnya, karena organisasi dasarnya dijalankan oleh manusia. Kinerja anggota merupakan integritas yang saling mempengaruhi antara kemampuan dan motivasi. Dalam mewujudkan kinerjanya, setiap anggota tentunya memiliki perbedaan antara anggota lainnya. (Gibson 2008:49)






Pada umumnya manajemen kinerja merupakan suatu cara atau alat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memaham dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan (Amstrong,1955).
Kinerja menurut para ahli dalam Buku Harbani Pasolong (2019):

a. Menurut Reu dan Byars (hal.203), mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil.
b. Menurut Interplan (hal.203), mengatakan bahwa kinerja adalah berkaitan dengan operasi, aktivitas, program dan misi organisasi.
c. Menurut Murphy dan Cleveland (hal.203), mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan.
d. Menurut Ndraha (hal.203), mengatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan anatar masyarakat dengan pemerintah.
e. Menurut Widodo (hal.203), mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
f. Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia disingkat LAN- RI (hal.203), merumuskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dilakukan LAN-RI lebih mengarah kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Pendapat lain di kemukakan oleh Mustopadidjaja (2003), bahwa kinerja merupakan kemampuan dalam usaha mencapai hasil kerja yang lebih baik kearah tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan.
Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo, 2007:7).
Lebih lanjut Simamora (2006) menyampaikan bahwa kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan






karyawan dan merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan, namun sering disalahtafsirkan sebagai upaya (effort) yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.
Armstrong dan Baron (Wibowo,2007:7) menjelaskan bahwa kinerja merupakan pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.
Robbins (2003:98) mengatakan kinerja adalah sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau Ability (A), motivasi atau motivation 10 (M), dan peluang atau Opportunity (O) yaitu kinerja= f (A x M x O) yang artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan peluang.
Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993 : 379) dalam Yeremias T. Keban (2004 : 192) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu.
Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai. Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai






tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
2.2.2 [bookmark: _bookmark20]Definisi Kinerja Organisasi

Definisi kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam Hessel Nogi (2005 : 175) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Senada dengan pendapat Bastian dalam Hessel Nogi tersebut, Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 dalam Yeremias T. Keban (2004 : 193), juga menyebutkan kinerja dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Wibawa (1992:64), Atmosudirdjo (1997:11), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Chaizi Nasucha (2004:107), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

2.2.3 [bookmark: _bookmark21]Indikator Kinerja

Secara Konseptual Lembaga Administrasi Negara/LAN (2001:9) mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yag menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat






tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on- going) maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
Menurut Lembaga Administrasi Negara/LAN (2001:9) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut:
1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang- undangan, dan sebagainya.
2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsug. Khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
4. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.






Menurut Selim dan Woodward dalam Nasucha (2004:108) mengemukakan bahwa ada lima dasar yang bisa dijadikan indikator kinerja sektor publik antara lain:
1. Pelayanan yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang diberikan.

2. Ekonomi, yang menunjukkan apakah biaya yang digunakan lebih murah daripada yang direncanakan.
3. Efisiensi, yang menunjukkan perbandingan hasil yang telah dicapai dengan pengeluaran.
4. Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai.
5. Equity, yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dan kebijakan yang dihasilkan
Menurut Kumorotomo (1996), menggunakan beberapa indikator kinerja yang dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publi, antara lain:
1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang yang didirikannya organisasi pelayanan public tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, organisasi serta fungsi agen pembangunan,
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan public. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat






terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
4. Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.
Selanjutnya Holloway dalam Nasucha (2004:108), menyebutkan bahwa indikator kinerja dapat berupa akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan equity (keadilan). Dijelaskan dijelaskan lebih jauh bahwa ada juga indikator konvensional kinerja yang berupa tingkat profitabilitas, kepuasan stakeholder, dan kepuasan pelanggan. Wibawa (1992:64), menambahkan bahwa kinerja dapat dinilai dari volume pelayanan, kualitas pelayanan dan kemampuan memperoleh sumber daya bagi pelaksanaan program.
Wirawan (2009:105) menjelaskan bahwa secara umum aspek-aspek kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yang dalamnya terkandung indikator- indikator dari kinerja, yaitu adalah sebagai berikut:
a. Hasil kerja

Hasil kerja adalah hal yang dihasilkan dari apa yang telah dikerjakan (keluaran hasil atau keluaran jasa), dapat berupa barang dan jasa yang dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya.
Kualitas kerja yang merupakan kemapuan karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja yang ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Kuantitas kerja






yang merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas pada setiap harinya (Wirawan, 2009:105).

b. Perilaku kerja

Dalam kesehariannya di tempat kerja, seorang karyawan akan menghasilkan dua bentuk perilaku kerja, yaitu:
1) Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, contohnya cara berjalan, cara makan siang, dll.
2) Perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya, contohnya disiplin kerja, perilaku yang disyaratkan dalam prosedur kerja dan kerja sama, komitmen terhadap tugas, ramah pada pelanggan, dll. Perilaku kerja juga bisa meliputi inisiatif yang dihasilkan untuk memecahkan permasalahan kerja, seperti ide atau tindakan yang dihasilkan, serta mampu untuk membuat alternatif solusi demi memperlancar pekerjaan, agar dapat menghasilkan kinerja tinggi.
3) Disiplin kerja merupakan suatu sikap dan perilaku yang berniat untuk menaati segala peraturan organisasi yang didasari atas kesadaran diri untuk menyesuaikan diri dengan peraturan organisasi atau perusahann.
4) Kerja sama (team work) adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok.
c. Sifat pribadi

Sifat pribadi adalah sifat yang dimiliki oleh setiap karyawan. Sifat pribadi karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai seorang manusia biasa, seorang karyawan memiliki banyak sekali sifat bawaan, artinya sifat






yang memang sudah dibawa sejak lahir atau watak. Sifat bawaan yang diperoleh sejak lahir ini akan diperkuat oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh pada saat manusia beranjak dewasa.
Untuk dapat menunjang pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik maka seorang karyawan memerlukan sifat pribadi tertentu seperti kemampuan beradaptasi yang merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, kesabarn yang merupakan menunggu, bertahan, atau menghindari respon buruk dalam bekerja untuk beberapa saat sampai dapat merasa tenang dan pikiran dapat berfungsi kembali dengan baik, dan kejujuran dalam bekerja merupakan menceritakan informasi, fenomena yang ada dan sesuai dengan realitas tanpa ada perubahan dalam menyelesaikan pekerjaan.
2.2.4 [bookmark: _bookmark22]Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui kinerja organisasi maka setiap organisasi harus memiliki kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai, dimana tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada suatu konsep tertentu yang sudah teruji validasinya dalam melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi.
Larry D. Stout (dalam Hessel Nogi 2005:174) berpendapat bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksaankan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasilyang ditampilakan berupa produk, jasa maupun suatu proses.
Lain dengan apa yang dikatakan oleh Bastian 2001:330 (dalam Hessel Nogi, 2005:173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong






pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci, Bastian memaparkan peranan penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:
a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi
b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati

c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antar skema kerja dan pelaksanaannya
d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati
e. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi
f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi

g. Membantu proses kegiatan organisasi

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif

i. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan

j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

Pengukuran kinerja birokrasi menurut Mardiasmo (dalam Harbani Pasolong 2016:185) mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan, yaitu:
1. membantu memperbaiki kinerja pemerintahan agar kegiatan pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja
2. pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan
3. mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.






Pengukuran kinerja, merupakan alat yang sangat penting ntuk mengevaluasi value for money di sektor publik. value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedarmayanti (dalam Harbani Pasolong, 2016:185) mengatakan bahwa, pengukuran kinerja yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dapat memberi umpan balik yang penting, artinya bagi upaya perbaikan guna mencapai keberhasilan yang akan datang.
Menurut Robertson dalam Mahmudi (2010), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
Semantara menurut Loman (2003), pengukuran kerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.
Gary Dessler (2000), menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa berada di atas rata-rata.
Schuler dkk dalam Keban (2004:197), mengatakan bahwa sistem penilaian kinerja diartikan sebagai suatu proses penilaian kinerja. Dalam pandangan beliau bahwa proses penilaian kinerja dapat digunakan: (1) Pendekatan komparatif, (2)






standar-standar absolut, (3) pendekata tujuan, (4) indeks yang bersifat langsung atau objektif.
Dwiyanto (2006:47), mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk birokrasi publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat.
2.2.5 [bookmark: _bookmark23]Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja ialah suatu pencapaian maupun hasil kerja didalam kegiatan atau aktivitas maupun program yang sudah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan dan juga sasarn yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dapat dipengaruhi beberapa faktor.
Yuwono dan kawan-kawan (dalam Hessel Nogi 2005:180) juga berpendapat bahwa:
Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan serta menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif.

Selanjutnya Atmosoeprapto (dalam Hessel Nogi 2005:108) juga mengatakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih lanjut kedua faktor tersebut diuraikan dibawah ini:
a. Faktor eksternal, yaitu terdiri dari:
1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban,






yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal.
2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.
3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengeruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

b. Faktor internal, yaitu terdiri dari:
1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
2) Struktur organisasi, sebagai hasil design antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi/lembaga dengan struktur formal yang ada.
3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
4) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.


Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sangat banyak variabel yang mempengaruhinya, sehingga pendapat yang merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut para ahli juga sangat beragam antara lain menurut pendapat Mahmudi (2010) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:
(1) Faktor Personal yang meliputi pengetahuan, skill, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. (2) Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh manager atau team leader. (3) Faktor tim yang meliputi kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. (4) Faktor sistem yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja dan infrastruktur yang diberikan oleh organisasi,   proses   organisasi   dan   kultur   kinerja   organisasi.   (5)   Faktor






kontekstual/situasional yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi.
Selanjutnya menurut Campbell (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dinyatakan kedalam suatu bentuk hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja sebagai berikut: Kinerja = f (knowledge, skill, motivation, role perception, ….) dimana, knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, skill mengacu pada kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan dan role perception menunjukkan peran individu dalam melakukan pekerjaan.
Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat sederhanakan menjadi dua variabel yaitu variabel kemampuan dan variabel kemauan. Sedangkan variabel yang lainnya hanya mempengaruhi variabel kemampuan dan kemauan. Jika kedua variabel ini digabung biasa disebut kematangan, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kemampuan

Pada dasarnya kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu organisasi Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Sedangkan bakat biasanya dikembangkan dengan pemberian kesempatan pengembangan pengetahuan melalui tiga hal yaitu: (1) Pendidikan, (2) pelatihan, dan (3) pengalaman kerja. Sedangkan yang dimaksud






minat menurut Salahuddin (1990), mengatakan bahwa minat adalah perhatian seseorang yang mengandung unsur-unsur perasaan yang dapat menentukan suatu sikap yang menyebabkan seseorang aktif dalam kegiatan tertentu. Berdasarkan definisi bakat dan minat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Bakat + Minat = Kemampuan

2. Kemauan atau motivasi adalah keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dalam

suatu organisasi ataupun instansi motivasi sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi kinerja dari karyawan/pegawai. Motivasi berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan. Berdasarkan penjelasan konsep kemampuan dan kemauan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Kemampuan + Kemauan = Kematangan


Pegawai yang telah matang melakukan pekerjaan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap organisasi. Namun sebaliknya pegawai yang tidak kurang matang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik.
2.2.6 [bookmark: _bookmark24]Pengertian Pembinaan

Kata pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif”. Hal tersebut sejakan dengan yang disampaikan miftah (1989:7) bahwa, “pembinaan adalah suatu tinfakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik”. Pengertian pembinaan secara luas bukan hanya diartikan sebagai bentuk






kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan bisa diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan.
Pembinaan menurut Suparlan (1990:109) menyatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunana program serta koordiasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasi yang semaksimal mungkin”.
Sudjana (2004:209) menyatakan bahwa “pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secar professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Unsur- unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya”.
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha, proses, atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh melalui unsur organisasi seperti peraturan atau kebijakan, tenaga penyelenggara, staf pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mecapai tujuan dan hasil yang maksimal.
2.2.7 [bookmark: _bookmark25]Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena alasan tertentu orangtuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya. Anak terlantar sesungguhnya adalah






anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seorang anak dikatakan anak terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar juga bisa diartikan ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar untuk memperoleh pendidikan yang layak, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, kurang perhatian serta ketidakmampuan atau kesengajaan orangtua.
Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, mereka yang diperlakukan salah (child abuse) hal ini yang umumnya sangat rawan untuk anak ditelantarkan. Anak terlantar sebagaimana pada umumnya anak memerlukan kebutuhan dasar sebagai haknya. Hal ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang anak meliputi:

a. Kebutuhan fisik, biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi yang menghambat pertumbuhan fisiknya.
b. Kebutuhan mental psikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis.
c. 	Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain.
Bagi anak-anak terlantar mereka mempunyai hak-hak mereka untuk mendapatkan suatu pelayanan kesejahteraan sosial melalui orangtua pengganti yang akan dapat memberikan hak-haknya. Hal ini untuk memberi perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Pada dasarnya untuk melindungi kesejahteraan anak ada dua hal yang hendaknya diperhatikan, yaitu:






a. Menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik lahir maupun batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman.
b. Mengupayakan suatu kondisi dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial.
2.2.8 [bookmark: _bookmark26]Faktor Penyebab Ketelantaran Anak

Ketelantaran anak disebabkan oleh faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor penyebab ketelantaran anak dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat disebabkan berupa keadaan anak itu sendiri, keluarga, maupun keadaan lingkungan. Faktor yang menjadi penyebab anak menjadi terlantar, anatar lain:
a. Faktor Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sanga berperan dalam pola dasar anak. Kelalaian orangtua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan
b. Faktor Pendidikan

Dilingkungan masyarakat miskin Pendidikan cenderung ditelantarkan karena krisis kepercayaan Pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
c. Faktor Sosial, Politik, dan Ekonomi

Akibat situasi krisi ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja






perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial anak.
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkam bahwa penyebab anak menjadi terlantar disebabkan oleh faktor keluarga, faktor Pendidikan, faktor politik dan ekonomi. Jadi dengan ini, menyebabkan anak-anak yang masih memerlukan orangtua menjadi terlantar sehingga hak-haknya tidak terpenuhi.


2.3 [bookmark: _bookmark27]Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Wibawa (1992:64), Atmosudirdjo (1997:11), mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.
Menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2019:208), menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam penilaian kinerja birokrasi public, anatara lain:
1. Efisiensi, yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan public mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.






2. Efektivitas, yaitu apakah tujuan yang yang didirikannya organisasi pelayanan public tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, organisasi serta fungsi agen pembangunan,
3. Keadilan, yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan public. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Kedua mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Isu-isu yang menyangkut pemerataan pembangunan, layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.
4. Daya Tanggap, yaitu berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan public merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.
Berdasarkan indikator kinerja tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
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